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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
segala berkat yang telah dilimpahkan sehingga buku dengan judul "DASAR-
DASAR PENGETAHUAN HUKUM: Eksplorasi Awal dalam Pengantar Ilmu
Hukum" ini mampu diselesaikan.

Buku ini membahas tentang Dasar-Dasar Pengetahuan Hukum: Eksplorasi Awal
dalam Pengantar Ilmu Hukum, memberikan pembaca wawasan mendalam
mengenai prinsip-prinsip dasar hukum serta berbagai aspek yang membentuk
sistem hukum di Indonesia. Dengan penjelasan yang komprehensif dan mudah
dipahami, buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa, praktisi hukum, dan
siapa pun yang tertarik memahami fondasi hukum dan aplikasinya dalam berbagai
bidang kehidupan. Berikut bab yang akan dibahas pada buku ini:

Bab 1: Prinsip-Prinsip Hukum di Indonesia
Bab 2: Struktur dan Hirarki Kebijakan Hukum
Bab 3: Subjek Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bab 4: Proses Hukum dan Peradilan

Bab 5: Hukum Pidana dan Perdata

Bab 6: Konstitusi dan Hukum Tata Negara
Bab 7: Hukum Internasional

Bab 8: Hukum Lingkungan

Bab 9: Hukum Perusahaan dan Bisnis

Bab 10: Hukum Keluarga dan Waris

Bab 11: Hukum Teknologi dan Inovasi

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua yang telah memberikan
dukungan untuk menyelesaikan buku ini. Semoga kita semua tetap sehat dan
sejahtera. Terima kasih.

Medan, Juni 2024

Tim Penulis
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BAB 8
HUKUM LINGKUNGAN

8.1 Konsep Hukum Lingkungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam

Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga tidak dapat terlepas dari alam dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Relasi antara lingkungan dan manusia tersebut
merupakan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dan memiliki
ketergantungan. Namun, aktivitas masyarakat terkadang justru merugikan
lingkungan dengan mengabaikan sistem perlindungan bagi lingkungan yang
berdampak terjadinya perubahan iklim. Bahkan perubahan iklim (masalah
lingkungan) sudah mulai terjadi lebih dari 1300 tahun yang lalu di Mesopotamia
ditandai adanya peristiwa kekeringan sehingga antar negara melakukan perjanjian
dalam pemanfaatan sumber mata air (Evangeline dan J.Hill, 2019). Berdasarkan
peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masalah lingkungan sudah terjadi semenjak
keberadaan manusia di dunia.

Konferensi PBB di Stockholm yang terselenggara tahun 1972 menjadi cikal bakal
perkembangan hukum lingkungan di dunia. Konferensi tersebut menghasilkan 26
prinsip mengenai lingkungan hidup dan 109 rekomendasi yang diakui secara
internasional serta mencakup 6 isu, diantaranya adalah: pemukiman, pengelolaan,
polusi yang memiliki dampak internasional, aspek pendidikan dan sosial
lingkungan, pembangunan dan lingkungan hidup serta organisasi internasional. 26
prinsip dan ketentuan lingkungan hidup yang dimaksud antara lain:

1. Masyarakat memiliki hak hidup di lingkungan sehat.
2. Perlindungan lingkungan untuk generasi saat ini dan generasi selanjutnya.
3. Adanya peningkatan energi terbarukan.

4. Manusia memiliki tanggung jawab khusus untuk melestarikan
lingkungan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

SDA yang tidak terbarukan harus digunakan secara berkeadilan untuk
mencegah kehabisan dimasa mendatang

Pembuangan zat beracun harus dilakukan pengawasan untuk mencegah
kerusakan pada ekosistem

Negara-negara harus mengambil tindakan untuk mencegah polusi laut
dari zat berbahaya bagi kesehatan manusia

Pembangunan ekonomi sosial untuk menciptakan lingkungan hidup yang
baik dengan tujuan kualitas hidup yang lebih baik

Masalah lingkungan akibat keterbelakangan dan bencana alam dapat
diatasi dengan pembangunan dan teknologi

Stabilitas harga memiliki pengaruh dalam pengelolaan lingkungan,
dimana faktor ekonomi dan proses ekologi harus dipertimbangkan

Setiap kebijakan di negara harus mendukung dan tidak merugikan
pembangunan

Perlu adanya sumber daya untuk melakukan pelestarian dan memperbaiki
lingkungan

Pembangunan harus selaras dengan kebutuhan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan demi kepentingan masyarakat

Perencanaan secara rasional untuk keseimbangan antara kebutuhan
perlindungan dan perbaikan lingkungan

Perlu adanya perencanaan pemukiman dan urbanisasi

Adanya penerapan kebijakan demografi untuk menghindari terhambatnya
pembangunan

Adanya lembaga nasional dengan tupoksi untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian sumber daya lingkungan guna
meningkatkan kualitas lingkungan

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna identifikasi,
menghindari dan pengendalian risiko lingkungan
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19. Pendidikan lingkungan bagi generasi muda dan dewasa untuk melindungi
lingkungan

20. Melakukan sosialisasi dan promosi secara menyeluruh ke negara
mengenai isu lingkungan

21. Negara memiliki kebijakan lingkungan dalam memanfaatkan sumber
daya

22. Kerjasama antarnegara dalam mengembangkan hukum internasional

23. Memastikan standar yang berlaku di negara maju tidak menimbulkan
dampak sosial yang tidak wajar

24. Masalah perlindungan dan perbaikan lingkungan menjadi isu
internasional yang harus ditangani antar semua negara

25. Keterlibatan organisasi internasional

26. Lingkungan termasuk manusia di dalamnya harus terlindung dari dampak
senjata nuklir

Prinsip-prinsip ~ tersebut kemudian menjadi dasar negara-negara dalam
pembentukan hukum lingkungan,  termasuk Indonesia dalam mengelola
lingkungan hidup secara nasional maupun secara global. Permasalahan lingkungan
muncul akibat kesalahan dalam pemikiran yang menempatkan keberadaan
lingkungan menjadi bagian yang terpisah dengan manusia, dimana lingkungan
diposisikan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia (Fadli, Mukhlish dan Lutfi,
2016). Akibat dari pemikiran yang salah tersebut menjadikan manusia hanya
memanfaatkan lingkungan dengan serakah tanpa memikirkan untuk melakukan
perlindungan terhadap lingkungan. Bahkan alam hanya dijadikan sebagai alat
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga apabila alam tidak memiliki
keuntungan bagi manusia, maka manusia akan mengabaikannya karena sejatinya
keberadaan alam untuk kepentingan manusia dan manusia tidak memiliki
kewajiban moral untuk menjamin keberlangsungan alam (Janah, 2022).

8.1.1 Pengertian Hukum Lingkungan

Beberapa ahli hukum memberikan definisi mengenai hukum lingkungan,
diantaranya :
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a. Sri Sundari Rangkuti, mendefinisikannya sebagai aturan mengenai tatanan
hubungan antar manusia dengan makhluk hidup dan sebegainya yang
apabila tidak dipatuhi akan memperoleh sanksi sebagai bentuk
pertanggungjawaban (Rangkuti, 2015).

b. MacAdrews dan Chia Lin, mengartikan sebagai seperangkat aturan yang
ditujan terhadap kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas
lingkungan baik secara alami maupun buatan (Akib, 2014).

c. Drupsteen, memberi definisi pada hukum yang berkaitan dengan
lingkungan alam secara umum.

d. Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan hukum mengatur
lingkungan hidup.

Berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan para ahli hukum, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa kehadiran hukum lingkungan sebagai upaya dalam
melindungi lingkungan sekaligus melindungi manusia dari akibat buruk yang
timbul dari ketidakpatuhan untuk melindungi lingkungan hidup. Lingkungan
sendiri dapat diartikan oleh Munadjat Danusaputro dalam buku yang ditulis oleh
Muhammad Akib sebagai seluruh benda, daya, maupun kondisi, khususnya
manusia dan segala tingkah lakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan
hidup serta kesejahteraan manusia. Bahkan Otto Soemarwoto menegaskan bahwa
lingkungan hidup adalah ruang yang menjadi tempat bagi makhluk hidup maupun
makhluk tak hidup.

Ruang lingkup hukum lingkungan di Indonesia terdiri atas berbagai aspek yang
meliputi (Akib, 2014):

a. Hukum tata lingkungan, mengatur penataan lingkungan dalam
mewujudkan keseimbangan antara lingkungan dan manusia, baik secara
sosial maupun budaya.

b. Hukum perlindungan lingkungan, menempatkan lingkungan sebagai posisi
yang penting untuk memperoleh hak dalam perlindungan.

c. Hukum kesehatan lingkungan, yang memiliki keterkaitan dengan
kebijakan dibidang kesehatan lingkungan termasuk polusi yang memiliki
pengaruh pada masyarakat.
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d. Hukum pencemaran lingkungan, yang berkaitan dengan upaya mencegah
dan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan.

e. Hukum lingkungan internasional, yang berkaitan mengenai isu global yang
menjadi perhatian bagi dunia serta perkembangan hukum lingkungan di
negara-negara lain.

f. Hukum perselisihan lingkungan, bahwa perselisihan lingkungan hidup
dapat diselesaikan melalui penyelesaian hukum perdata, penyelesaian
hukum pidana serta penyelesaian hukum administrasi negara.

Berdasarkan pada sejarahnya, pengaturan mengenai hukum lingkungan pada
dasarnya telah diatur jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa itu terdapat
ordonansi kehutanan di Jawa dan Madura, ordonansi perburuan, ordonansi
perlindungan binatang liar, ordonansi perlindungan alam, ordonansi perburuan di
Jawa dan Madura, ordonansi di bidang industri, ordonansi gangguan serta
ordonansi bahan berbahaya (Akib, 2014). Setelah kemerdekaan, UU lingkungan
pertama kali adalah UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, kemudian
dirubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 (UU PLH) UU No. 32 Tahun 2009 (UU
PPLH).

Dibandingkan dengan UU lingkungan sebelumnya, UU PPLH disusun guna
penguatan ketentuan dalam perlindungan dan pengelolaan serta adanya instrumen
hukum sehingga memiliki dampak pada sistem hukum yang berlaku baik melalui
administrasi negara, kepidanaan maupun keperdataan. Pemikiran Munadjat
Danusaputro membagi hukum lingkungan menjadi dua, yakni hukum lingkungan
dalam arti klasik yang mengarah pada pemanfaatan saja dan hukum lingkungan
dalam arti modern yang mengarah pada perlindungan lingkungan hidup. Sehingga
pengaturan lingkungan hidup mengalami pergeseran dari pengelolaan lingkungan
(klasik) ke perlindungan lingkungan (modern).

Pada tingkat konstitusional, hukum lingkungan dirumuskan dalam pasal 28H
ayat (1) yang menjadikan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan
sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan bagian dari hak asasi
manusia menjadi bagian dari HAM. Pasal 33 ayat (4) UUD NKRI 1945
menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk
kepentingan pembangunan berdasarkan pada ketentuan berkelanjutan dan
memiliki wawasan berorientasi pada lingkungan (Asshiddiqie, 2016). Telah
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diaturnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam UUD NKRI 1945
tersebut menjadi legitimasi bagi peraturan perundang-udangan dibawahnya
untuk tidak menyimpangi apa yang telah di atur dalam konstitusi.

8.1.2 Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 menegaskan negara memiliki hak penuh untuk
menguasai bumi, air maupun kekayaan alam lainnya dengan tujuan untuk
kemakmuran rakyat. Pasal tersebut juga perlu dimaknai bahwa penguasaan harus
dilakukan secara bijaksana untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan. Terjadinya bencana alam di Indonesia menunjukkan bahwa amanat
konstitusi tidak dijalankan dengan baik sehingga sumber daya alam dan lingkungan
di dalamnya tidak termanfaatkan secara bijaksana sehingga berdampak pada
perubahan iklim yang saat ini terjadi.

Definisi konservasi yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menegakkan konservasi memiliki 3
(tiga) arti penting yakni (1) adanya perlindungan terhadap lingkungan dan seisinya
dalam menjaga keseimbangan; (2) pemanfaatan secara bijaksana; dan (3)
pelestarian. Artinya bahwa konservasi tidak selalu berkaitan dengan perlindungan
tetapi juga berkaitan dengan pemanfaatan secara bijaksana.

Pemanfaatan secara bijaksana merupakan salah satu asas dalam konservasi dan
menjadi pedoman dalam menciptakan kelestarian yang dapat mendorong
meningkatnya kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam harus dipastikan dilakukan
secara bertanggungjawab dan bijaksana agar dimanfaatkan untuk generasi dimasa
yang akan datang.

Joko Christanto dalam bukunya menyebutkan bahwa batasan konservasi antara
lain (Christanto, 2014):

1. Konservasi merupakan banyaknya SDA yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia dalam masa yang lama (American Dictionary).

2. Konservasi merupakan pembagian sumber daya alam secara berkelanjutan
(Randall, 1982).

3. Konservasi merupakan pengelolaan SDA yang dilakukan dengan tujuan
meningkatkan kualitas kehidupan dan dapat dilakukan melalui kegiatan
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seperti survei, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan,
pemanfaatan dan latihan (IUCN, 1968).

4. Tujuan konservasi adalah untuk mencapai keseimbangan antara
pemanfaatan dan pelestarian agar dapat secara berkelanjutan (WCS, 1980).

Konservasi juga dapat diartikan bahwa: 1. Upaya efisiensi energi sehingga terjadi
pengurangan konsumsi energi; 2. Bentuk melindungi lingkungan; 3. Pengelolaan
terhadap kuantitas lingkungan; 4. Upaya melakukan perlindungan dalam jangka
waktu yang lama; 5. Meyakini segala makhluk hidup yang ada di alam dapat
dikelola. As Theodore Roosevelt menyatakan pentingnya konservasi, dimana jika
manusia dapat mengatasi konservasi sumber daya alam, maka masalah lainnya
akan mudah untuk diselesaikan karena konservasi sumber daya alam merupakan
masalah mendasar (Dyanasari, 2012).

Konservasi dilakukan tidak semata untuk melindungi lingkungan, tetapi juga
melindungi manusia dari bahaya yang ditimbulkan akibat ketidakseimbangan
lingkungan, dimana konservasi memiliki tujuan sebagai berikut (Darmayani et al.,
2022):

1. Melindungi alam dan lingkungan tetap terjaga dengan tidak merusak
kawasan lindung;

2. Agar terhindar dari bencana yang diakibatkan oleh perubahan alam; dan

3. Menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terjadinya keharmonisan
sumber daya alam.

Menyadari akan pentingnya konservasi dalam lingkungan berkelanjutan, maka
pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan kawasan
konservasi berdasarkan pada klasifikasi dan bentuknya.

Tabel 8.1: Klasifikasi Kawasan Konservasi

(Darmayani et al., 2022)

UU No. 5 Tahun 1990

KLASIFIKASI BENTUK

Cagar Alam Cagar alam
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Suaka margasatwa

Pelestarian lingkungan

Taman nasional

Taman hutan raya

Taman wisata alam

Keppres No. 32 Tahun 1990

Suaka alam

Cagar alam

Suaka margasatwa

Pelestarian lingkungan

Taman nasional

Taman hutan raya

Taman wisata alam

Kawasan yang memberi
perlindungan di bawahnya

Hutan lindung

Wilayah bergambut

Wilayah resapan air

Wilayah perlindungan setempat

Batas pantai

Batas sungai

Sempadan danaw/waduk

Wilayah yang berada disekitar mata air

Suaka alam dan cagar budaya

Wilayah yang berada pada suaka alam

Wilayah suaka alam laut dan perairan
lainnya

Wilayah hutan bakau

Taman nasional, taman hutan raya maupun
taman wisata

Wilayah cagar budaya maupun ilmu
pengetahuan
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Wilayah bencana alam -

Kepmen-KP No. 31 Tahun 2020

Taman yang terdapat di pesisir, pulau kecil,

Taman taman nasional perairan dan taman wisata
Suak Suaka pesisir, suaka pulau kecil, suaka

a alam perairan dan suaka perikanan
Konservasi maritim Wilayah wilayah perairan

Pengklasifikasian kawasan konservasi di Indonesia memiliki tujuan untuk (Ulfatun
Najicha, 2022) : a) menyelamatkan bentuk pembangunan dan hasil-hasil
pembangunan ; b) mengembangkan pariwisata dan meningkatkan devisa negara ;
c) bentuk dukungan terhadap pembangunan dibidang pertanian ; dan d)
keseimbangan lingkungan alam. Tujuan tersebut secara tidak langsung
memberikan manfaat bagi manusia.

Konservasi sumber daya alam berkaitan erat dengan kesadaran lingkungan.
Sudikno Mertokusumo memberikan definisi kesadaran hukum sebagai bentuk
kesadaran apa yang seharusnya dilakukan/diperbuat atau apa yang seharusnya
tidak dilakukan/diperbuat kepada orang lain (Rosana, 2014). Sehingga kesadaran
lingkungan merupakan sikap seseorang dalam menyadari secara penuh apa yang
harus dilakukan terhadap lingkungan untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian
lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan memberikan arahan terhadap perilaku
untuk senantiasa memenuhi kewajiban dalam menjaga lingkungan.

8.2 Tanggung Jawab Hukum terhadap Perubahan Iklim

Hukum hadir ditengah masyarakat sebagai upaya dalam menjaga keharmonisan
masyarakat. Agar masyarakat taat terhadap hukum yang telah dibuat, maka hukum
memiliki daya paksa. Bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum (aturan)
yang telah ditetapkan, maka akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, dalam
menjaga keseimbangan ekosistem dan tujuan pembangunan berkelanjutan, hukum
dijadikan sebagai instrumen pengendalian aktivitas masyarakat.

Perubahan iklim terjadi akibat penggunaan fosil secara berlebihan sebagai bahan
bakar serta akibat terjadinya alih fungsi lahan secara besar-besaran. Disisi lain
hukum hadir untuk mengantisipasi adanya aktivitas masyarakat yang dapat
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merugikan. Sehingga apabila saat ini terjadi perubahan iklim serta dampak-dampak
yang ditimbulkan menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan dalam menjalankan
aturan hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan, termasuk kurang tegasnya
penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah
memanfaatkan lingkungan secara tidak bijaksana.

8.2.1 Tanggung Jawab Negara dalam Mencegah Perubahan Iklim

UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
(selanjutnya disebut dengan UU MKG) memberikan definisi perubahan iklim
sebagai berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh
aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global
serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang
dapat dibandingkan. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa
manusialah yang menjadi kunci terjadinya perubahan iklim.

Secara konstitusional, pemerintah telah memberikan jaminan terhadap lingkungan
yang baik dan sehat, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab hukum akibat
terjadinya perubahan iklim. Akibat adanya perubahan iklim, pemerintah memiliki
kewajiban dalam melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi
merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi resiko dengan
kegiatan yang dapat menurunkan efek gas rumah kaca, sedangkan adaptasi
merupakan suatu proses untuk memperkuat dan membangun sinergi antisipasi
dampak perubahan iklim sehingga dapat mengurangi dampak negatif serta
mengambil manfaat positif.

Setidaknya ada 3 (tiga) langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mitigasi
perubahan iklim, diantaranya adalah: 1) fokus pada keadilan dan kesinambungan
pembangunan diberbagai tingkatan; 2) bekerjasama secara kosntruktif pada tingkat
internasional; dan 3) kebijakan nasional yang kuat dan secara induvidual (Keman,
2007). Berdasarkan hal tersebut, pada konteks Indonesia UU GMK mengharuskan
pemerintah untuk melakukan: a) perumusan kebijakan nasional, strategi, program
dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; b) koordinasi kegiatan pengendalian
perubahan iklim; dan c) pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan tentang
dampak perubahan iklim. Sehingga proses mitigasi dan adaptif dilakukan dalam
konteks pendekatan protektif, akomodatif dan budaya hidup (Santoso, 2015).
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Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam
mengantisipasi dan mengurangi dampak perubahan iklim, maka diharuskan untuk:

1. memberikan pembatasan terhadap segala aktivitas masyarakat dalam
penggunaan fosil sebagai bahan bakar;

2. perlu melakukan adopsi strategi-strategi yang dilakukan oleh negara lain
dalam upaya adaptasi akibat adanya perubahan iklim; dan

3. segala sengketa yang timbul akibat adanya perubahan iklim dapat
terselesaikan dengan adil dan efektif; dan

4. memiliki komitmen dalam menjalankan perjanjian internasional dalam
upaya pencegahan dampak perubahan iklim.

Tahun 2020 menjadi awal bagi pemerintah untuk memasukkan program transisi
energi menjadi program nasional, tetapi hingga saat ini masih dilihat bahwa transisi
energi masih belum dapat terlaksana dengan maksimal karena adanya kendala-
kendala seperti tingkat investasi yang masih rendah yang disebabkan belum adanya
kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan investor. Beberapa kebijakan transisi
energi di Indonesia, antara lain:

a. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

b. UU No. 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement
c. PP No. 79 Tahun 2004 tentang Kebijakan Energi Nasional
d. PP No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi

e. Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi
Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

f. Perpres No. 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren
Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang
Energi Baru Terbarukan

Kebijakan tersebut diatas untuk upaya transisi energi menuju Net Zero Emission di
Indonesia pada tahun 2060 yang dilakukan dengan melakukan pengurangan dan
penyerapan emisi karbon melalui cara pengembangan PLT EBT, pengurangan
penggunaan fosil, implementasi biofuel dan peningkatan efisiensi energi sektor dIl.
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Bahwa pemanfaatan EBT di Indonesia masih belum merata meskipun sumber
energi banyak tersebar di wilayah Indonesia.

8.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perubahan Iklim

Selain pemerintah, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam
mengantisipasi dan mencegah terjadinya perubahan iklim. Salah satu aktivitas yang
menggunakan fosil terbesar adalah industri. Sehingga pelaku usaha wajib
mengindahkan kaidah-kaidah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Wujud nyata
yang dapat dilakukan pelaku usaha dalam pertanggungjawaban lingkungan
diantaranya adalah : 1) melakukan pengurangan penggunaan fosil; 2) transparansi
dalam jumlah emisi yang dihasilkan; 3) bertanggungjawab terhadap masyarakat
terdampak adanya aktivitas usahanya; serta 4) mendukung kebijakan pemerintah
dalam mengatasi perubahan iklim.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam mencegah pencemaran lingkungan
dilaksanakn dengan menjalankan program yang dibuat oleh Kementerian
Lingkungan Hidup yakni proper prokasih untuk menjalankan kinerja lingkungan
bagi pelaku usaha dalam mewujudkan pencegahan pencemaran lingkungan dengan
memperhatikan profit, people dan planet (Rusmana dan Purnaman, 2020). Pelaku
usaha Indonesia dapat menerapkan konsep green industry dengan memanfaatkan
EBT untuk industri misalnya dengan menggunakan PLTS atap, memanfaatkan
langsung panas bumi maupun memanfaatkan limbah dan biomassa.

Hal ini sesuai dengan aspek-aspek dalam tanggung jawab pelaku usaha,
diantaranya adalah (Hadi, 2011):

a. Mengurangi emisi, yakni aktivitas pelaku usaha yang secara langsung
maupun tidak langsung menghasilkan emisi di atmosfer;

b. Mengurangi limbah, yakni pelaku usaha harus memiliki program dalam

mengurangi limbah mulai dari asal muasal limbah hingga pembuangan
limbah; dan

c. Penggunaan energi yang efektif, yakni pelaku usaha juga diharuskan
memiliki program dalam rangka untuk mengkonsumsi energi dan
menggantikan dengan energi terbarukan.

Menurut Post, Lawrence dan Weber yang dikutip Nor Hadi, menjelaskan bahwa
tanggung jawab pelaku usaha terdiri atas sosial, ekonomi dan hukum, dimana
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ketiganya harus simultan dan berkesinambungan (Hadi, 2011). Bahwa pencapaian
ekonomi tidak boleh melanggar aspek hukum maupun aspek ekonomi. Begitu pula
aspek-aspek lainnya yang juga tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya.
Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap lingkungan yang dikenal dengan
corporate sosial responbility (CSR) merupakan wujud pertanggungjawaban secara
hukum bagi pelaku usaha. CSR bersifat memaksa, oleh karenanya bagi pelaku
usaha yang tidak melaksanakannya akan dikenakan sanksi.

Oleh karena itu, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab sosial sekaligus
tanggung jawab lingkungan dengan menyampaikan secara terbuka emisi karbon
dan kinerja lingkungan untuk perusahaan yang berkelanjutan. Tanggung jawab
pelaku usaha merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas
lingkungan dan ekologi, dengan demikian secara tidak langsung pelaku usaha juga
turut memperoleh manfaatnya. UU PPLH menganut asas pencemar membayar,
asas ini pada dasarnya merupakan suatu kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi
adanya pendanaan akibat masalah lingkungan yang ditimbulkan (Sahala dan
Najicha, 2022).
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DASAR-DASAR
PENGETAHUAN

HUKUM

Eksplorasi Awal dalam Pengantar liImu Hukum

Buku ini membahas tentang Dasar-Dasar Pengetahuan Hukum: Eksplorasi Awal dalam
Pengantar llmu Hukum, memberikan pembaca wawasan mendalam mengenai
prinsip-prinsip dasar hukum serta berbagai aspek yang membentuk sistem hukum di
Indonesia. Dengan penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami, buku ini
dirancang untuk membantu mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik
memahami fondasi hukum dan aplikasinya dalam berbagai bidang kehidupan.

Berikut bab yang akan dibahas pada buku ini :
Bab 1: Prinsip-Prinsip Hukum di Indonesia
Bab 2: Struktur dan Hirarki Kebijakan Hukum
Bab 3: Subjek Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bab 4: Proses Hukum dan Peradilan

Bab 5: Hukum Pidana dan Perdata

Bab 6: Konstitusi dan Hukum Tata Negara
Bab 7: Hukum Internasional

Bab 8: Hukum Lingkungan

Bab 9: Hukum Perusahaan dan Bisnis

Bab 10: Hukum Keluarga dan Waris

Bab 11: Hukum Teknologi dan Inovasi
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